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1. Latar Belakang
Konflik sosial politik pada masa pemerintahan Orde Baru
berkuasa berhasil ditekan sedem:kian rupa schingga

jarang muncul kepermukaan kalaupun terjadi konflik
dapat segera diatasi dengan bantuan kekuatan militer,

Pola penyelesaian konflik pada era Orde Baru tersebut

dikenal dengan menggunakan pendekatan represif. Pada
saat itu kekuatan negara sangat besar dalam mengatasi
konflik dengan cara militer. Menjelang lengsernya Orde
Baru, konflik kekerasan terjad: dimana-mana sebagai
bentuk protes ketidakpuasan karena pada masa lalu
aspirasi dan keinginan masyarakat tidak dapat disalurkan
dengan baik. Oleh sebab itu, konflik sosial tidak lagi
merupakan konflik ideologi politik, melainkan konflik
yang discbabkan kesenjangan sosio-ekonomi yang
tumpang tindih dan konflik bernuasa SARA. Adanya
Kebijakan pemserintah yang juga terkadang menimbulkan
ketidakpuasan bagi sebagian orang. Ketidakpuasan
tersebut apabila tidak disalurkan sebagaimana mestinya
dan berwujud kerusuhan akan menimbulkan ancaman
bagi keamanan dalam negeri. Selain itu tidak konsistennya
penegakan hukum dapat pula menurunkan kewibawaan
pemerintah dan gejolak sosial yang berpotensi
menimbuikan ketidakstabilan politik, Seperti api dalam
sekam, ketidakpuasan tersebut setiap saat dapat meletup
daiam tindak kekerasan ketika masalah sosial lainnya
terjadi. Kesenjangan sosial yang menimbulkan
kecemburuan dan kerawsnan merupakan titik silang
berbagai masalah sosial.

penelitian Bagjianbang Roltbang Polri)

menty dalam menjawab tantangan tersebut. Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002, memberikan landasan
konstitusional bagi Polri sebagai lembaga negara yang
independen dan mandiri untuk melsksanakan tugas dan
fingsi dalarm bidang kamdagri. Penjabarannya di uraikan
dalam peraturan pemerintah dan peraturan peraturan
lainnya yang berlaitan dengan perubahan status -dan
dukungan Polri, sekaligus mempertegas fungsi dan tugas
pembinaan keamanan dalam negeri oleh Polri.

.z Perkembangan Polri tidak terlepas dari perkembangan

" masyarakat atau dengan kata lain wajah Polisi adalah

wajah masyrakatnya, oleh karena ity pembangunan Polri
kedepan diarahkan menuju Polisi Sipi (civilian police).
Menyikapi hal tersebut maka Polri telah merumus kembaii
kedudukan. Tugas dan perannya sesuai dengan aspirasi
masyarakat, yang menjunjung tinggi sopremasi hukum
dan hak azasi manusia dalam tatanan masyarakat sipil
(civil society). Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan
profesional Polri dalam mengelola organisasi, SDM yvang
mengarah pada spesializasi. Materiil dan fasilitas,
diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas dan citra
Polri. Seluruh perubahan instromen organisasi tersebut
menjiwal penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak,

berupa kebijakan dan langkah-langkah srategis

pembangunan kepolisian yang pada akhirya diperoleh
lembaga kepolisian yang efekt:f, efisien dan akuntable
yang rnenghasilkan model pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang terukur.

Permasalzhan

Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen
dengan berbagal keragaman suku, agama, ras, dan
golongan, Keragaman terschul dapat menjadi sumber

Polri juga dituntut lebih meningkatkan kesiapan
operasional dalam berbagai bentuk pelanggaran hukuwm,
baik tindak kriminal vang konvensional, seperti gangguan
yang bersifat Hntas batas negara/ transnasional crime
yang manifestasinya antara lain terovisme, keiahatan
terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berdampak
kontijensi, dan gangguan keamanan akibat carasirophiic
threais, termasuk bencana alam maupun keadaan darurat
lainnya,

Oleh karena itu, merupakan suatu funtutan bagi Polri
untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian {adjust-

ancaman keamanan dalam negeri apabila manajemen
konflik tidak dikelola dengan baik. Menguainya identitas
kelompok yang disebablan tingkat interaksi antar
kelompok vang rendah, eksploitast sumber daya alam
daerah vang meminggirkan peran penduduk lokal, dan
meningkatnya religiusitas vang disertai tendensi malitansi
tetapi diperparah menurunnya toleransi antar pemeluk
agama merupakan pemicu konflik horizoatal. Lemahnya
deteksi dini dari unsur aparat keamanan pada akhirmya
dapat memicu ketegangan antar kelompok sebagaimana
terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Papua sebagai
salah satu daerah dari beberapa daerah di Indonesia yang
termasulk kategori daerah rawan konflik baik konflik




#kerawanan yang ada patut dikaji untuk dapat memetakan
' -.pelmasalah'm vang dihadapi suatu daerah’(seperti
. Papua). Di mana bila melihat hisiorical conﬂz!ctexdahulu,
" Papua merupakan’ éaex 2h rawan konﬂ;l\, baik menyangkut
- _saiah etms/suku, agama dan sara serta: lin
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permasalahan ‘sosial- se’baoal ’ocntuk kerawanan
gangguan keamanan yang dapat mengancam
terjadinya konflik kekerasan d'm E\eutuhaﬁ wﬂayah
"'nefram k(.satuan Ri.~

b Tujuan
Dapat digunakan sebagai cetak biru (blue print)
konsep penanganan masalah keamanan khususnya
di daerah rawan konflik:

4. Dasar

a. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor TAP/
VIMPR/2000 tentang Pemisahan TN dan Peran
Polri.

b. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor TAF/
Vil/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri,

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

© tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-undang Nomor 27 Tohun 1999 tentang
Perubahan kaitan Undang-Undang Hukum Pidana
terkait dengan Kejahatan Terhadap Keamanan
Negara.

. Undang-undang Nomor

Pertahanan Negara.

g. Undang-undang Nomor .. Tahun 2004 tentang TNIL

£

3 Tahun 2002 tentang

5. Huanglingkup
Ruang lingkup dari pengkajian ini adalah menelaah dan
mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan
kerawanan-Kerawanan ganeouan keamanan vane dapat
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Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang
menjadi pusat perhatian berbagai kalangan, akibat
merebaknya berbagal yang terjadi di tanah air yang
terkenal einta damai ini. Selama lima puluh tahun perlama
Indonesia merdeka, ancaman konflik dengan kekerasan
sudah muolai terkenal ke permukaan, baik yang terkait
dengan separatisme, peranan agama dalam negara
sekuler, pembagian kekuasaan dan sumber daya yang
tidak seimbang merupakan ritme sejarah konflik vang
muncul sejak pertengahan tahun 1990-an, menyusul
runtuhnya pemerintahan otoriter (ORBA) dan diikuti
oleh konflik di beberapa daerah seperti konflik sparatis
di Aceh dan Papua, konflik antar golongan di Kalimantan,
Sulawesi Tengah dan Maluku. Pada Agustus 200]
tercatat ada 1,3 juta orang pengungsi atau Internally
displaced persons (1DP) di Indenesia akibat pengaruh
konflile ¥ . Konflik yang alkhir-akhir ini mencuat di dalan:
negeri mencakup perselisthan suku, agama, politis, sosial
ekonomi dan perselisihan-perselisihan lain berdasarkan
identitas kelompok. Katagori-katagorl ini pengertiannya
menjadi rancu dan tumpang tindih, oieh karena itu konflik
sebaiknya dilihat sebagai suatu proses yang
berkembang.

2. Kerangks pemikiran
Konflik daiam kehidupan manusia sebenarnva adalah

dipetakan sebagai pemicu konflik khususnya di wilayah
Papua.

6. Tatawrut

Babl Pendaluinan

Bab 1l Methodologi

Bab 111 Kondisi sosial daerak rawan konflik
{Papua)

BabIV Analisa terhadap peta permasalahan
di daerah rawan konfiik {Papua)

BabV Kesimpulan dan Saran

lenomena sosial yang sangat alamizh dan terdapat
dalam setiap masyarakat. Konflik sosial menjadi persoalan
jika konflik tersebut menimbulkan aksi kekerasan atau
kegiatan yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran
hukum. Jadi dengan demikian, kekerasan dan
pelanggaran hukum merupakan tolok ukur seatu konflik
dalam kehidupan manusia sebagai suatu permasalahan.
Konflik sosial yang disertal tindak kekerasan inilah
merupakan permasalahan yang harus diatasi,
Apa itu kekerasan ? Konsep kekerasan biasa dihu-
bungkan dengan konsep “polifical violence” schagai-
mana dikemukakan Ted Robert Gur, sebagai berikut:
all collective attacks within a political community

I




against the poltical regime, 'its actors—including com-
- peting political. groups as welll. as incumbers—or its
policies. The concépts vepresénis a set of .events, a
commnon property of which is the actual or threatened
use of violence.., ... The concepts subsumes revolutions,
. guerilla waar, coups d’ etat, Lmd--moz‘é ”--'(Mb_bhtar
Mas oed, 1977 5 7 : ' L

' Dari definisi di atas, tindakan kekerasan meliputi semua
“kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau
_.ancaman penggunaan kekerasan. }/31}” dilakukan oleh
S -akto; atau kelompok alctor yanrf menentang penguasa
negara. Berdasarkan definisi i ini, kekerasan politik tidak
dilakukan oieh penguasa ?]69:31 a_ telap; oleh yvang
menentangnya, ' g

Galtung membedakan kekerasan menjadi 2 (dua):, yakni
kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak
langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah
kekerasan yang -dilakukan oleh satu atan sekelompok
aktor kepada pihak lain. Keckerasan tidak langsung
merupakan suatu “built-in” dalam suaiu struktur;
kekerasan strukfural terjadi begitu saja tidak ada aktor
yang tertentu yang melakukannya (Mochtar
Mas’0ed,1977:6). E o

Tindak kekerasan politik sebagai proses vang
berlangsung pada 3 (figa) aras: negara, struktur sosial
dan personal atau komunitas. Dalam masing-masing aras
tindalk kekerasan itu dilakukan oleh aktor vang berbeda.
Pada aras negara, kekerasan dilaliukan oleh aparat negara
dan bersifat komprehensif. Kekerasan bisa teriadi pada
tingkat struktur sosial, dan komunal/individual (Mochtar
Mas'oed, 1977:7).

_bisa berdasarkan etiis, agama, kelas sosial, afiliasi
- politik ataun hcmya sckc,dal perbedaan kampung, dan
tain-lain.

b, Kekerasan separails ya;tu icekcrasan sos1a1 antara-
.. negara dan masyarakat (daerah) yang berakar pada,

: ‘masalah separatisme .daerah, yaitu gerakan. vang
" dimotivasi ofeh keinginan wbaman masyarakat di

daerah-daerah tertentu untuk mem1salllxd11 dm da;;

NKRL

¢. Kekerasan negara-masyarakat, vaitu kekerasan

_antaranegara dan masyarakat yang menoekspre%il\an

protes ddn ketidakpuasan mereka iepaéa instusi -

negara tanpa motif separatisme,

d, _KGKC]&&:&H hubungan industrial, vatu, kd\crasm}_

sosial yang terjadi dalam masalah hubungan indus-
trinf. Hubungan industrial disini bisa bersifat
eksternat atau internal, Pengertian eksternal adalah
konflik antara masyarakat dengan perusahaan,
sedangan internial adalaly konflil antara burah denrzan
pcru%diman

3. M’etade pengumpuizn data

2y konflik kekerasan Internal, suasu tinjauan sejarah

Ekonomi-Politik dan kebijakan di Asia-Pasifik

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sebagian
besar data yang digenakan untuk mendukung kajian
ini bersumber dari instansi Polri, seperti hasil analisa
daerah operasi dari Direlttorat Intelpam Polda Papua,
dan beberapa hasil penelitian yang dilakukan
beberapa instansi pemerintah daerah maupun pusat
. Jadi dengan demikian, metode pengumpulan data
difoleuskan pada data kualitatif sebagai data primer,
sedangkan data yang diperoleh di lapangan seperti
data perkembangan lkriminalitas dari tahun 2002 s/d
2004 vang terjadi di wilayah Papua dan sekitarnya
adalah merupakan data pendukung (data sekunder),

Untak menghasilkan pemetaan, digunakan data-data
yang sudah dihimpun dari berbagai instansi, Data-
data yang dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesua:
dengan karakterisiik konflik sosial di Papua, yakni
sebuah konflik sosial yang membedakan dengan
konflik di daerah rawan lainnya di Indonesia.
Kategorisasi data konflik seperti ini lebih
memudahkan melakukan analisa terhadap bentuk-
bentuk kerawanan sosial yang mengarah terjadinya
konflik di beberapa daerah di wilayah Papua.

ARAS PELAKU CHIENSI IMEDIURY RUANG
SARANA LINGKUP
Megara Aparat Fisit Nonfisik | Senjata dan | Komprehensif
negara {terrer memtal) arganisasi
teniara
Strukivr Aparat MNen-fisik Kebijakan Kamprahensif
social negara {Ipolak publik, Prosas
pengendsl | sosbudkam) daft serons
lapltal proguzksi/
akurnulasi
kaptal
Personal/ | individu, Fisilk Kelompak Terbalas
Komunal | kelompek anomi
Tirdele oy
individual

Sumber : Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan
pemicu (Mochiar Mas 0ed, 1977:73,

Di lthat dari jenis kelompek yang terlibat dalam masing-
masing aksi kekerasan sosial, Tadjoeddin ( 2002:28)
membedakan menjadi 4 {(empat) kategori sebagai berikut:
a. Kekerasan komunal, yaitu kekerasan sosial yang

terjadi antara dua kelompok masvarakat/komunal

atau bisa berupa satu kelompok diserang oleh
kelompok lamn. Pengelompokan komuna! tersebut

Berdasarkan tipologi konflik sosial di Papua, maka
kerangka berfikir di dalam menentukan strategi
kebijakan penanganan kontlik di Papua juga lebih
difokuskan pada kerawanan-kerawanan munculnya
konflik baik itu konilik bersenjata maupun konilik
komunal yang mengancam keutuhan NKRI. Strategi
inl dintamakan pada penanganan konflik yang
termanifestasikan ke dalam bentuk konflik kekerasan
politik. Sedangkan strategi vang diharapkan dapat
mengatasi akar dan masalah konfik bersenjata yang
menuntut kemerdekaan, maka perspektifnya iebih
mengedepankan pada penyelesalan melalui
penegakan hukum dan kesejahteraan.
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masalah pertanahan, khususnya eksistensi masyaz'akat
adat yang hidup berbagai daerah di-propinsi ini. Di sisi
lain ada pula sektor-sektor lain vang behkanoan mulai
berkembang, hal ini dlkaﬂenakan ada.nya pengaiaman
sejarah yang berbeda, maupun berbagai pengaruh situasi

“sosial budaya, ekonomi dan polmk sebagal akibat ada.nya
interaksi sosial'dengan sulku pendatang. - Sekior-sektor
lain di luar sektor. Rehutanan yang mulai berkembang
dan menggeser pola: peﬁgiudupan masyarakat Papua dari

- oriented. !oggzrzg (mengandalkan hutan) menjadi profit

U omeﬁfed Sepertl pe;daoangan pertanian, pertambang;an

' otela iksi serta keuangandi.
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d. Perbandingan jumlah data kejahatan konvensional
di jajaran Polda Papua antara periode tahun 20603
dengan tahun 2004, terlihat pada fabel sebagai
berikut :
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Sumbez

Perbandmgan data ten tan g iej ahatan terhadap kekayaan
__ng,gam antara periode ,tﬁhun 2003 dengan tahun 2004,
'_te'rl_ihai pada i_ab_ei _1 1 c_lan 12:sebagai_beri.§mt: '

oK O rABELAL )
. KE.}AHATANTER%L@)APKEKAYAANNEGARA
PERIODE JAN S/DDES2003

Mo Kesatuan Tindak Pidana Lepor | Selagal | % | Ket
1 | Dit Reskiim Keluianan 7 4 57
HKorupsi 7 4 57
2 | Resta Jayaputa Kehut; 1 1 100
3 | Resta Sorong Kehut 1 M 100
4 | Res Biak Numfor Kehutanan 4 - [i]
E | Res Fakfak Kehuzanan Kerupsi } - 1]
G | Res Jayapura - - 0
7t Res Jayawilaya Kormsi i - -
& | Res Manokwar - - -
S | Res Merauke Korgsi i 1 100
10 | Res Mika Koupsi 1 1 160
11 | Res Pamai - - F
12 | Res Yapen Waropsh : - - - -
13 | Res Persiapan Sorang - - e #
14 | Res Parsiapan Puncak Jaya - - - -
Jumlah 22 13 53

BAB i‘V

AN AL'iSA TERHA@AP PETA}’LRMASALAHA\J
DI DAERAH. RAWAI\ KON F MK (PAPUA)

A Masalah demografl I S
oo Salah satwe llldll\aSi menLapa d; w11ayah Papua
© " dikatakan dacrah rawan terhadap konflik antara lain
-_:’.-sqluh satu;sebabnya adalah’ kete;tmg,s,aian
..__penbanﬂunan sosial ekonomi dan pedidikan sebagai
-akibat tidak: beqal’mnyq pemcrataan pqnbang;,uraan
: khususnya di:wilayah Papua yang:berbatasan
“langsung ‘dengan ‘negara PNG. “Di mana“dengan
-'p051s; 08061&1‘23 yang tidak demikian.. . mengun-
tungkan karena pegunungan yang terjal, hutan kebat
seria Tuasnya garis perbatasan yang sulit dijangkau
ditambah -terbatasnya sarana komunikasi antar
penduduk/kampung sehingga menyebabkan Papua
menjadi-daerah yang sangat rentan terhadap
kemiskinan dan rawan kriminalitas, termasak karena
banyak bercokolnya kelompok-kelompok garis keras
“atau separatis terutama Organisasi Papua ’vlerdei\a

{OPM}.

Uraian di bawah ini mengungkapkan karakateristik
wilayah Papua dengan kondisi dimana terdapat
beberapa daerah perbatasan sebagai daerah rawan
terjadinya kontlik sebagai berikut :

Sumber : Dit Reskrim Polda Papua tahun 2005 TABEL 15
KARAKTERISTIE DEMOGRAFISDAERAH
PERBATASAN
TABEL 12 Karakteristik Distrik Arso Distrik Wars Bistrik Sengg | Distrk YWeb
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i Mehutanen ! P e pada tabel di atas adanya pembagian distrik-distrik
- vang menmiliki karakieristik budaya vang berbeda
“ T sehingga tidak tertutup kemun gkinan terhambatnya
s - s komunikasi dan interaksi sosial antar etnik. Hal i

Sumber : Dit Reskrim Polda Papua tahun 2003

dapat dijadikan peluang oleh kelompok penentang
NEKRI untuk dapat mempengaruhi masyarakat Papua
melalui tekanan bersenjata.

Kedua, karakteristik etnik penduduk yang tinggal di
dacrah perbatasan, di berbagai perkampungan yang
lokasinya sangat berjauhan sehingga kontak dan




komunikasi masing-masing etnik tidak intensif.
Masing-masing kelompok sul\u menempati daerah
yang 'sangat berjavhan karena faassyvang tidak
' scbandmG dengan’jumlah’ penduduk Masing-
masing etnik diikat ofeh identitas ada, oleh sebab
itu antara perkampungan satu- dcnfran perkam-
- pungan fain tidak membentuk La,satu'm masynmkﬁt
_ y"mﬁ le§31h luas, LI TR IS
SH l\'m,na masmmma‘smﬂ pwrlwmpunﬂan mumhk.l ikatan
3 .'-Lepe,mlmpman sosial-budaya: sendiri-sendiri.
- Berdasar kan. kar Elki@l_l__sl_]lx_ sosials bud__ay.l_ yang
‘demikian; maka sebenamya penduduk Papua tidak
- memiliki pemimpin adai yang tunggal bahkan vang
“menjadi pengikat justru solidasitas masyarakat di
- tingkat propinsi. Kepemimpinan:sosial budaya
masyarakat Papua sebenarnya tersebar.di  anfara
pemuka-pemuka adat yang di antara mereka tidak
“ada forum vang mengikat baik sccara kultural
maupun sosial sehingga sangat rawan dan mudah
~diprovokasi serta diadu domba oleh pihak ketiga
vang menghendaki keunfungan dari '1ddnya konflik
tersebut.

Dewan Adat Papua schenarnya schuah institusi
vang baru dikembangkan belakangan oleh elit potitik
‘bukan dari para tokoh adat yang ada diakar rumput,
Jadidengan demikian, Dewan adat dibentuk dengan
tujuan uniuk berjuang menyelamatkan hak-hak adat
vang merasa dipinggirkan oleh pemerintah atau
kekuatan pemodal yang beroperasi di tanah Papua.
Oleh sebab itu, isu adat Papua yang tidak diakui
secara legal atan adat yang dipinggirkan merupakan
salah satu akar permasalahan konflik di Papua,
Prengan adanya Dewan Adal maka terjadi komunikasi
antara ketua-ketua adat yang selama ini tidek terjalin,
Dewan Adat merupakan forum untuk menyamakan
persepsi dan menumbuhkan kepentingan bersama
di gntara pemimpin adat di Papua. Isu masalah sosial
budaya menjadi sangat dominan untuk memahami
akar dan sumber konflik di Papua.

Masalah sul

Daerah yang termasuk kategor] multi etnik sebab di
luar etnik Papua yang berjumlah lebih dari 24 etnik
suko dalam, masih terdapat suku-sukn pendatang
yang secara turan temurun menetap dan mendiami
sebagian wilayah Papua seperti suku lawa, Bugis,
Ambon dan Tor: aja. {lihat tabel}.

tetapi di sisi lain kehadirannya bisa juga ber dampak

negatif. Kehadiran pendatang termasuk transmigrasi
Jaridi Pqpua memberikan penularan l\.ctcramplian
© - Ubercocok tanam. Orang Papua yang selama ini lebih

mengenal pertanian ladang berpindah, maka dengan
ixedatanuan orang non Papua terjadi pengenatan alih

“teknologi pertanian padi sawah dan berkebun

tanaman yang menghasilkan. Tetapi di sisi: Tain.
kehadiran pendatang mengusik Iﬁ,orlsep pc;lnhi‘.a;l'
sumber daya alam yang selamai ini dikuasai oleh adat
{pemilikan komunal). Dengan masuknya pendatang. -
dan transmigrasi, maka l\onsep kepemilikan komunal/
adat dianggap tidak berlaku dan muncul konsep

- pemitikan perorangan/individual yang diakuai.oleh

negara. prbedg‘mﬁ cdrd memandang I\Onsep
pemilikan sumberdaya ini menimbuikan persepsi baru
di kalangan orang Papua bahwa pendatang
mengambil sumber daya yang dimiliki sceara adat.
Persepsi sepertl ini mungkin saja akibat orang Papua
fidak mampu mengejar kmcmngmlan secara sosial
ckonomi dari para peadatang sehingga timbul rasa

Jrustast dan destrukiif.

Wiasalah agama _
Kehidupan sosial keagamaan yang cukup menosj 01 )
di Papua adalzh peran gereja baik protestan maupun
katolik, dimana lebih dari 7600 gereja tersebar di
kabupaten yang ada di propinsi Papua. Dengan
tingginya prosentase tempat ibadgh pemeluk kaum
Nasrani, hal ini jelas akan mewarnai proses
pembangunan yang ada di wilayah Papua yang tidak
lepas dari pengaruh unsur kegiatan keagamaan
khususnya kaum Nasrani. Biia dilibat dari komposisi
pemeluknya (Nasrani) mencapai lebih daril,5 juta
orang, Muslim 498.329 orang, Hindu 73.249 orang
dan Budha 4.123 orang. Kuatnya pengaruh bukan
saja berdampak pada policy/kebijakan para birokrat
yang ada di jajaran pemerintah propinsi Papua tapi
juga berdampak pada pembangunan bidang
keamanan yang ada di sana (Papua). Walaupun
sejauh ini belum terlihat nyata adanya keterkaitan
munculnya kontlik yang ada di Papua sebagai akibat
adanya benturan kepentingan pemeluk agama yang
berbeda.

Masalal ekonomi
Munculnya konflik vang belakangan kerap terjadi di

Tingginya keraganian etnik yang ada di Papua secara
tidak langsung menunjukan deretan panjang
permasalahan vang kemungkinan bakal muncul
sebagai akibat gesekan kepentingan antar einik
sesama Papua, maupun dengan etnik non Papua.
Munculnya kerawanan-kerawanan tersebut, seperti
cara pandang dalam hal pengelolaan sumber daya
alam kehutanan, pertanian peternakan dil

Misalnya di Kee. Arso Kab. Jayapurs dengan 12 etnik
yang berbeda, dimana kehadiran transmigran dan
penduduk pendatang bisa saja herdampak positif

beberapa dacrah (i Indonésia sepertinya tidak lantas
muncud dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor
vang melatarbelakanginya sepertt masalah sosial,
ekonomi, budava, hukum dan Hrgkungan hidup serta
faktor-faktor Jain yang kadang kala #idak mampu
diprediksi sebelumnya. Merebaknva konflik yang
terjaci di beberapa dacrah belakangan adalah satu
fenomena sosial sebagai akibat akumulasi
permasaiahan ekonomi rakyat yang tidak mampu
dikelola dengan baik oleh pemerintah selaku regu-
lator pembangunan, Pembangunan di bidang sosial-
ekonomi sebagai syaral mutlak yang perlu dilakukan
di Papua. misalnya regulasi yang perlu dibenahi




adalah pembanwunan ch i“nd'mw pu}wel(}iaml hutqn

_'konmm masyarakal adat Papua.

issu poixok yang menoij joldi Papua adalah masalai

c,puu per fanian,

pemmn h sclc,mpat ha% 1811 mrkml, denuan ml\zm

_ pmdatanﬁ (snpem suku Tawa, Ambon Bu";sf
' Makasar dil) seperti halnya’ d’ua.m sektor pertanian
- yang hanya mampu menyerap, 10,7 %, perdagangan

13,9 %, fransportasi 9,5%, sadanw yang lebih .
it 14 6%, ot

. ':-.menonjol adalah di. bidang ExDDSﬂ'Lﬂ\.‘H
- Dari presentasi tersebut mt_m,njukcm intapa
_ 1endaimy'1 Emmampuan SDM: masy’ualxat apua,
. oleh karena itu pemerintah dacrah dalam hal ini Pemda
Papua petlu melakukan upaya- upqya pcnnwkalan
~berbagal: bidang %\ehlc‘mpm masyarakat teratama
‘pengelolaan sumber:daya alam, pembinaan
“ kemampuan SDM; kultur, serta pembinaan motivast
terhadap masyarakat menjadi-lebih prioritas.
Pentingnya pembangunan ‘dibidang pendidikan,
‘sosial, ekonomi dan politik ‘serta keamanan secara
langsung akan menciptakan suatu kondisi dan
speluang untuk dapat mengembangkan diri dan
- meraik sukses sehaik mungkin sehingga masyarakat
Papua tidak lagi terjebak kepada akar persoalan
~ konflik vang berkepanjangan yang bersumber pada
masaiah tznah (persengketaan hak komunal) dan
~seolah-olah suku pendatang baik individu maupun
perusahaan akan mclampaq hak mnal; mnah adat
mereka. - C

Padahal banyak sektor-sektor [ain yang lebih menjanjikan
bagi masyarakat Papua, namun sejauh ini sumber daya
yang ada belum dimanfaatkan sccara maksimal oleh
pemerintah setempat. Sebagaimana disinggung dimuka,
konflik antar suku dapat ferjadi akibal hubungan antara
suki: satu dengan suku lainnya sebagai akibat perang suku
vang terjadi di masa lalu. Namun demikian, sejak hadirnya
pendatang, tanah justru menjadi sumber konflik social
antara penduduk ashi Papua dengan  pencuduk Papua
pendatang, tak serkecuali konflik dengan perusahaan yang
ada seperti perusabaan tembagapura vang dianggap
mengokupasi tanah adat mereka. Konilik pertanahan in

dan pcrtanahan Lhususnvasyanzimenyvangkut hak
Mamlah i mcnjadx_ Ll
gatrawan mana}\a]audflk mampzl élbﬁnaén sebab.

"_peu(znah'arz (hak Rmmmal) Scmeniam sekior=sektor - 2. Mdsa]ail g,angguan Leqm‘man : o
s Bcrb;cma soal keamanan maka ada 3 {tl"'l) elemen ddsar T

'yfm gme ll_] ad1 par amu:el terganggunyal

rlasi, lxe.uang,an d&d}_ R

n'iksnnal d;val'ap dan dxl&elola dengan %)axk oleh : ;'

and1yo1ao"'1998 77) Sel'ili] ml adanya mstrumer; i
Tk sepert UU Pol».oiq.Agmmyana dnmmaptldak
: .memlimls.kcpanunganrak‘y'u semakin mempertajam -
'.:Exonﬂ;k per ianahan d; Papua (Suko Bandlyone e
-1998: 78) : o

camanan Suaiu
. té?lli!hail w:!mf'

u,ar ga - negara. Ketiga elcmcn—elemen dasar terscbut_. B!
mempa?\an abyelx kcamanaﬂ vang menjadz pertimbangan

~ dalam menentukan gangguan Keamanan, Bicara dalam

Konteks gangguan keamanan yang tefjadi di Papha tente

- perlumerujuk lu,pflda teors ]\ea;mnan dimana d;dalamnya

* - terdapat tiga konsep . Jdasar‘bentuk- tipologi: gangguan

- keamanan, y'mu 1 Aor«y‘frk militer, baik berasal dar

. dalamrnegeri-maupun: negara luar2; ]nstabxl;zas/ 1

':'-_Ixel\aa_a_um_mtana.n_s_osmi “dan . tmuaﬂmruny_a kondisi -}
‘kedamaian, perekonomian dan ketenangan masyarakat .

Secara gamblang akan dijelaskan di dalam tabel dibawah

~meéngenai-keterkhitan ‘antara bentuk-bentuk gangguan
. 'Leamanan serta dampak yang dmmbulkmnya %ihususnya
Sodi dae; ah raw an inonﬂ 11\ :

TABEL 1 6
‘«1ATR§ KSKETERIKAITANANTARA BENTUK
CGANMGGUAN KEAMANANDAN
{ ZDAMPAKYA\IGDH i\/iBULKAN

IIHBW’ wffhrr

fabie Cipder

2, 5.
Hildry colin . [raty

Sumber : Kusnanto Anggoro, 2003, Keamanan Nastonal,
Pertahanan Negara, dan Ketertiban Usnym.  Makalah

Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional
AIIEL. I ‘1' 1318 Tt S

JUEA mienyerel Pemda da T KETCHE TR TasTivas:
pelepasan bak atas tanah kepada pihak tertentu diluar
masyarakal suku tersebut {Suko Bandivono, 1993:26).

Jadi bila dl[il}jdil dari sudut sosial ekonomis, maka
akar persoslan konflik vang terjadi di Papua adaiah
bersumber pada seputar sengkets tanah seperti batas
fahan, ganti rugl, pengguguran halk o “3(11‘31()1381 faktor
sejarah (perang suku), pemberian pemberian atas
dasar tertentu, hibah/konirak pada jaman Belands,
tmnpang tndih penjualan atas tanah adat serta
diperburuk , semakin banyaknya lembaga jual beli
tanah,dan kemuncuian spekulan tanah {Soko

-

a.  Konflik militer (Militerv confiet)
Konltik militer tidak selalu terkait dengan keutuhan
wilayah negara. Konflik militer juga bisa
berhubungan dengan bekerjanya instansi
pemerintah negara (effective functioning of state’s
institntiony). Bentuk-bentuk ancaman keamanan
nasional vang berkaitan konflik militer dan
terganggunya fungsi institusi pemerintahan
misainya: pemberontakan bersenjata dan kudeta
militer {internal), dan pe%angga} an wilayah, piracy
(ekternal). Isu keamanan ini hanya akan ditangani




caktor militer jika ancaman‘yang muncul disertai
~-dengan: aksi- kekerasan bersenjata.: dan telah ada
. kepastian bahwa negara ielah mechkwlex asisemua
A kemangkman penezapan suatuu non- kel\e;asan

Di sisi lam ancmmn keatuhan feritor 1a1 y’mcr ter ;adl
~didaeral rawan konflik khususnya:di-Papua pada
wmumnya; tldaic ‘terkait langsung -dengan ~konflik
militer atau, yang disebut dengan o med :;epuranon
i (internal), atau agresi invasi:-maupun , pendudukan
.-wilayah (ekiemal} Gérakan separatis yang ada di
Papua-atau yang .d “sebut OPM. berbeda ‘dengan
., pemberontakan Dbersenjata, tapi: mer upak'm cveral\an
pengacau keamanan yang notabene - mengancam
~keamanan nasional vang bérkaitan langsung dengan
keutuhan wilayah teritorial dan juga. bel».er]mya
iunosl pbmmmtahan i :

: .Bi§a diiihat éaﬂ‘i motil dan kualitas kejahatan, maka
kasus ini yang dianggap paling rawan dan menosjol
serta meresahkan masvarakat Papua. Dimana

- sepanjang tahun 2602 s/d 2004 banyak dilakukan
oleh gerakan sparatis OPM. Di mana dari 12 kasus
kejahatan yang menonjol hanya 4 kasus vang
tergolong kasus kriminal biasa, sedangkan
selebihnya {8 kasus) terkait dengan gerakan
separatisme OPM sepertl penembakan terhadap
penumpang umum mini  bus Isuzu ELF
penembakan terhadap rombongan kodam dan polres
faya Pura, diperbatasan Papua PNG penyerangan
dan pembobolan gudang senjata Makodim 1702 Jaya
Wijaya dll.

Hal ini menunjukkan babwa gerakan separatisme
OPM bisa dikatakan lebih dominan pengaruhnya
terhadap ancaman keamanan dalam negeri bila
dipandang dari sudut dibanding pengaruh ancaman
/keiahatan biasa. Hal ini karena menvangkut
kepentingan, eksistensi dan keutuhan serta
kedautatan negara, Disamping akan mempengaruhi
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta
mengganggu berjalanaya fungsi-lungsi pemerintah
dan mengancam lkeutithan NKR1.

Instabilitas/kekacauan tatanan sosial {Publik Ovder)
Keutuhan teritorial suatu negara {ferriforial
integirity) tidak ada keterkaitan langsung dengan
kekacauan tatanan sosial di suatu masyarakat (pub-
lic order). Ini penting bagi setiap pembuat kebijakan

; penegak]xari hukum atau pende}ntan Icesqainexaan
{prosperity.approach). Apakah ancaman keamanan

di daerah perbatasan mempengaruhi ‘kondisi

- kamtibmas ataujuga mempengarubi:berfungsinya
.pemm mtah'm atau kcdanlatan ter;tmnl Indonesm

= Begxtu JLl a, pert;kalaa ‘111ta1 go]on&,an atau ;uga
.. pertikaian -antar suku/etnik tidak selalu menjadi isu
‘keamanan yang mengancam integr itas teritorial suatu
rnegara,’tetapi. h'u"m mengganggu. berfuncrsmyﬁ.

pemer intahan negara dan ketertiban umum'saja. Jadi

weodengan _dc;m_:i_qan_se_mahmgehs bahwa kon_fh_k
-’ komuhal yang terjadi di Papua lebih merapakan do-

maln aparat peﬂeca%. hukum daripada aparat militer
karena terkait. uengan ;jencw akan hukum (law en-
forcement). . :

Adapun beatuk-bentuk kekacauan tatanan sosial

yang sangat rawan dan kerap muncul terkait dengan

sengketa atas tanah adat (hak komunal) seperti |

- Konfiik intra suku Papua

- Kontiik antar suku Papua

- Konflik masyarakat suku Papua melawan
pendatang/ perorangan

- Konflik masyar a%\at suku Papua melawan
perusahaan

- Konflik masyarakat suku Papua melawan Pemda

- Konflik masyarakat suku Papua melawan TNJ

Pertikaian antar golongan/antar suku, kerusuhan,
kekacanan dan penjarahan bisa saja disebabkan
terjadinya kegagalan pemerintah baik pusat dan
daerah dalam memberikan lenyamanan, kemalirriuran
dan kesejahteraan. Konflik komunal merupakan ekses
dari kesenjangan social yang terjadi di masyarakat
sabagai akibat dari kegagalan pemerintah Papua
yang tidak mampu menjalankan pembangunan
dengan baik. Konflik-konfiitk komunal yvang timbul
dari ckses pembangunan tentu memeriukan
pendekatan lenw enforcement, disamping pendekatan
kesejahteraan (prasperity approach)

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar
persoalan konflik yang terjadi tanzh di Papus adalah
bersumber pada seputar sengketa tanah batas lahan
ganti rugi, pengguguran hak tradisional, faktor
sejarah (perang suku), pemberian pemberian atas
dasar tertenin, hibah/kontrak pada jaman Belanda,
tumpang tindih penjualan tanah serta diperburuk,

untuk tidak terburu-buru mengekshalas: 1su
kerusuhan atau keckacauan social menjadi isu
keamanan yang menghadirkan ancaman nyata
erhadap kedoulatan dan keutuhan teritorial suai
NEgara.

Masalah public order lebih terkait dengan tidak
berjalannya institusi pemerintahan negara. Misalnya,
pemerintah Indonesia vang menjadikan daerah
perbatasan atau daerah pulau terluar sebagai prioritas
ancaman gangguan keamanan, harus dilihat isu
keamanan sepert: apa sebagal gangguan keamanan
nasional. Apakah memerlukan operasi militer, atau

semakin banyaknya lembaga jual beli tanah, dan
kemuncuian spekulan tanah (Suko Bandiyvono.
1998:27). Selain ifu, adanya instrumen hukum seperti
UU Pokok Agraria yang dianggap tidak memihak
kepentingan rakyat semakin mempertajam kontiik

pertanahan di Papua (Suko Bandivono. 1998:28).

Terganggunya kondisi kedamaian, perekonomian

dan ketenangan masyarakat

1y Kebijakan pemerintah yang menyangkut pemera-
taan pembangunan ekonomi rakyat terkadang me-
nimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian orang.
Kondisi tersebut apabila tidak disalurkan




. ‘sebagaimana mestinya ‘akan berdampak negatif

suaty éfacrah bai&a 'bers__lf?.tnasmnal Se]am]tu

merupqixan unk 511dng iaelbacal mqsahh sosml
Kesej ahteraan masydral\at vang umpanﬂ sebaom

ber
o -men_]m”zls pada’ kerusyhan dan amuk massa Seperti

. 'saat dapat meletap dalam tindak keke;a:,an ketika
masalah sosml terabaikan

ﬁAB V
KES}‘VIE’UM DANSARAN

i. %(esnmpﬂ]an : %
~a; - Masalah sosial Liconmm

1) Masyarakat Papua merupakan masyarakat yang

+heterogen dengan berbagai keragaman suku,

"agama, 1as golongan. Walaupun tidak sekental di

- -Tbukota Negara Jakarta Keragaman tersebut da-

-~ pat menjadi sumber ancaman keamanan daerah

apabila manajemen konﬂ;k tidak dikelola dengan
baik.

2) Menguatnya identitas I\.eiampok ang disebabkan

-tingkat interaksi antar kelompok yang rendah,
eksploifasi sumber daya alam daerah yang berle-

- bihan serta meminggirkan peran putra daerah, dan
meningkatnya sengketa tanah adat dengan di-
sertai tendensi militansi serta lemainya Pemda
dalam mengelola sumber daya yang ada sepert:
sumber daya alam, pendidikan, lingkungan dan
tenaga  kerja merupakan fakior pemicu kontlik
Papua.

3} Lemahnva deteksi diniterhadap kerawanan sosial
pada akhimya memicu kekerasan antar kelompok
sebagaimana terjadi di beberapa belahan wilayah
Papua. Terjadinya perbedaan pandangan/ke-
pentingan yang iajam akan menimbulkan gesekan-
gesekan sosial.

4) Lambatnya proses pembangunan sarana dan

*.dan bisa menimbulkan ancaman bagi keamanan -

akibat tidak meratanya hasil-hasil pembanﬂunan o
potensx mcmmhullmn gejolak sosial yang

" api.dalam sekam, Letldakpuasan terscbut setip”

.. 1) Ancaman keutuhan teritorial yang terjadi di Papua
- pada umumnya. tidak terkail: langsung ‘den gan
“konflik militer atau yang disebut drited separa-

:-i‘wn'-t pijusiru ancama Iebih dominan dilakitkan

1 gerakan separatis  OPM yan, ofabene

: engdn Bemkan ‘pengacau keamamn di

) Bclhwa ler 3admya Lonﬂlk §<:01mmai yzmrr 1(—:1 jad1 dx
apua adalah merupakan :aks_es .daati kesenjangan
- sosial yang terjadi ‘dimasyarakat sebagai akibat
- kegagalan ‘pemerintah baik pusatmaupun daerzh
.dalam ‘menjalankan pembfmrrunan sehingg l‘[ldak
'mampu mumberakan kemalmmran dan
*‘kesejahteraan. 5
3) Kenflik komunal yang terjaél d1 Papua lebih
mer Updl\.:ll'l domain aparat: penegak hukum dari
- pada aparat.militer karena fowsnya iebih kearah
-Anstabilitas/kekacauan tatanan sosial (Publik Or-
- »der).seperti pertikaian antar kelompok/golongan
-atau pertikaian-antar suku/etnik sehingga
-mengakibatkan:terganggunya Tungsi-fungsi
_pemerintahan negara dan ketertiban umurn.

2. Saran . L
4. Bidang soual Fkonomi

Lingkup penanganan di bidang sosml ekonomi
Diperluican adanya kebijakan - vang kuat terutama
pada bidang sosial, ekonomi seperti pembangunan
infrasiruktur yang memadai, pengembangan dunia
usaha , penyediaan sektor tenaga kerja, peningkatan
pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat serta
penegakkan hukum secara konsisten merupakan
senjata yang dapat mencegah dan membantu
memperkecil terjadinya konflik, kebijakan semacam
itwhendaknya dipertimbangakan oleh semua daerah
rawan kontlik., dalam hal int termasuk Negara dimana
buktl bukiimenunjukan bahwa suatu negara /daerah
bisa dikatakan rawan kontlik ,-apabila memenuhi
indikator sebagal berilout:

) Semua negara/daerah dengan tingkat pendapatan
yang rendah apabila memenuhi indikasi ini dan
tingkat perkembangan sumber daya manusia
yang rendah pula, karena paling tidak bisa
mebukiikan teori ekonometri bahwa pendapatan
yang rendah berkolerasi dengan konflik.

2y Suatu negara/dacrah yang sudah pernah terlibat
konflik serius dalam kurun wakiu tertentu

prasarana perhubungan, fermasull sistem Komu-
nikasi dan terhambatnya interaksi sosial antar et-
nik , akibat pengkotak-kotakan emik dan tkatan
adat di masing-masing distrik khususaya di-
wilayah perbatasan, dapat dijadikan peluang oich
kelompok penentang NKRI seperti OPM, untuk
dapat mempengarthi (memprovokast) tnasyarakat
Papua melalui tekanan bersenjata sehingga timbul
rasa kebencian terhadap pemerintah RI.

b, Masalah pengelolaan keamanan
Bila dipandang dari sudut ancaman keamanan dalam
negeri, maka dapat disimpuikan :

menunjiikan bUKI-0UKD balwa KONk yany
terjadi sebelumnya adalah petunjuk vang paling
meyakinkan mengenai kemungkinan konflik
kembali terjadi.

3} Suatu negara/daerah dengan kesenjangan
horisontal yang tinggi dalam bidang politik atau
ckonomi, karena negara semacam itu kemungkinan
besar akan didera konflik. {contohnya tingkat
kesenjangan pendidikan, kesempatan kerja serta
kesenjangan sosial ekonomi anlara masyarakat
kota dan desa secara permanen).

4) Negara dengan rezim politik “menengah” yaitu
dalam peralihan dari rezim yang lama (otoriter/

: ie}ah‘ltar; I\rimmal e




eperti yang terjadi saat'sekarang
Bldanv I\Lamaraan : i

: bemneniam kepada kmi;tas pelayanara
g yanc b{fiSlfat proakirf-_kepadd maqyaralsat

7 (membangun Kontrak sosial).
' b} Pengembangan system: hcmit;aan antara Polri
+- dan masyarakat khususnya dewan adat Papua
N dalam ‘rangka membangus, _1<o_mun.11_\a$ antar
. ketua adat yang selama ini tidak terbina dengan
j '--bznk sekahg,us schagai: deteksi dini terhadap
.-+ gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- idi berbagal daerah rawan konflik di Papua.

c) Mengembangkan® “community policing”
dalam “rangka  penegakan-hukum guna
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
agar menumbuhkan solidaritas berbangsa dan
bernegara masyarakat terutama di kalangan
masyarakat khususnya masyarakat Papua yang

“ memiliki potensi konflik komunal yang besar.

d) Pengembangam Exer_]asama dan koordinasi

“videngan TNI sebarrai mitra kefja POLRI terutama
“‘dalam kerjasama penumpasan sparatis OPM
“ sehingga ‘dapat berjalan efekiif serta tidak
: “menimbulkan keranctan tagas di {apangan.
) Bldang Preventif
- a) Upaya peningkatan pengamanan lingkungan
~dengan pengembangar system pengamanan
' Imglxunuan melalui pemetaan daerah rawan
.. konflik, seperti obyek vital, kantong-kantong
daerah minus/miskin, kawasan industrd, wilayah
- perbatasan, dan pulau-pulau terluar.
~b) Upaya peningkatan penjagaan dan patroli
~kepolistan melalui pengembangan system serta
-dukungan peralatan vang disesuaikan dengan
daerah rawan konflik
”"c) Meningkatkan kerjasama dan kepatuhan
" hukum masyarakat sejak dini dalam rangka

penmdas) menuju fezim- yanc leblh dcmo}..ratls

'-_lconﬂlk diS’lmp]il“ mengupayai\an terse—
enggaranya‘tertib sosia : :
')Menmgkaik’m pembi ddyaarn peran’ dan_'
penugasan Babinl :nt:bmas secara optxmai_-

I)Aﬂen terdepan dalam mengemhan'mm Polri
selaicu pengayom,: pelmdung, pembnnbmiT

i asyarakat dalam pembmaaﬁ kc—:amanaﬁ dan
“ketertiban masyarakat melalui pengamanan
lingkunganaya. -

3) Bidang 'Réprés'i:f -

a) Melakukan penegakan hukam di daerah rawan
~konflik guna-menciptakan kepastian-dan
~keadilan hukum dimasyarakat secara konsisten.
b) Melakukan tindakan hukum terhadap para
pelaku tindak ‘pidana termasuk sparatis OPM
'yang mengancam keamanan negara khususnya
di daerah Papua sebagai bagian kerjasama
“dengan TNI dalam, 1angka menegakan
kedaulatan NKRI.

¢) Dalam penegakkan hukom di daelah rawan
- - khususnya di Papua Polri tetap harus dapat
melakukan tugas-tugas perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada penduduk
“sipil-korban konflik termasuk mengupayakan

" terselenggaranya tertib sosial.

TN PENELITY:
l. Kombes Pol Aum Supomo, SmIK

membangun  karakter bangsa (Low Abrdmg 2. Kombes Pol. Suroso, SH
Citizen). :

d) Membangun sistem pemetaan daerah-daerah > [xeny Masmada, M.M.
rawan konflik sehingga mudah difakukan 4. Drs. Ary Wahyono, M.Si
pengambilan keputusan bila terjadi konflik  _ . ' '
komunal dan konflik kekerasan. - 3. [:M. Urip MSc

e} Melakukan penertiban atas keperilikan senjata
api baik intern maupun ekstem dan mengambil
tindakan tegas atas penyalahgunaan serta
kepemilikan senjata api illegal,

f) Penyelesaian konflik kormunal tidak periu

~ dilakikan dengan mengginakan kékdatan TNI

‘tetapi cukup dilakukan oleh Polri sesuai
kapasitasnya sebagai penegak hukum,
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
termasuk masyarakat/penduduk sipil korban

6. DR. Chairil M Siregar, MS¢

7. AKBP.Rondiah, BSc

8. Kompol. Wach SH

9. ARP Fachrmozx S. Ag

10. 1da Ayu Rupini

11. AKP. Suyatini

12. AXP Bambang Hamoko, §.8i






